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Abstract 
Hukum pidana Islam bertujuan menjaga hak asasi manusia 
secara kolektif, menjaga jiwa, harta dan hak masyarakat kolektif 
Meteri hukum pidana Islam meliputi hudud, qishash, takzir, 
mukhlafat yang bertujuan memuliakan manusia serta berpihak 
pada semua. Hanya saja masih ada ketakutan banyak kalangan 
terhadap pelaksanaan hukum pidana Islam. Tulisan ini 
bermaksud mendiskusikan peluang dan tantangan formalisasi 
hukum pidana Islam di Indonesia. 
 
Kata Kunci: Formalisasi, pidana Islam. 
 
 
A. Pendahuluan 
Pro dan kontra formalisasi hukum pidana Islam pasca 
reformasi 1998 menjadi topik perdebatan yang seolah tak 
berakhir, di satu sisi banyak pihak yang menyerukannya dan di 
sisi lain tak sedikit pula yang menentangnya. Kekuatan opini 
kedua belah pihak yang sama besar inilah yang kiranya 
menjadikan tema formalisasi syariat Islam dan penerapan hukum 
Islam menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Bukan saja 
melulu dari sisi keagamaan, tapi juga sebagai ditinjau dari sisi 
upaya mencari solusi untuk kasus-kasus kriminal dan 
kemanusiaan yang bertubi-tubi menghantam negeri ini. 
Singkatnya, hal ini perlu dilakukan untuk mencari keadilan dan 
hukum terbaik bagi manusia.  
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Dalam kabar-kabar berita dari media massa, baik televisi, 
media cetak, radio dan internet, kasus kriminalitas menjadi topik 
sehari-hari yang tidak pernah kehilangan daya tariknya. Kasus 
demi kasus terjadi, namun pengamatan menunjukkan bahwa 
kasus kriminal semakin marak dan juga frekuensinya semakin 
sering. Hal ini menjadi “Pekerjaan Rumah” bukan saja bagi pihak 
aparat keamanan seperti polisi dan institusi penegak hukum 
lainnya, tapi juga menjadi tugas besar negara dan masyarakat di 
tanah air. Maka “keadilan hakiki” dan “hukum terbaik” masih 
menunggu di penantiannya. 
Dalam memaparkan tulisan ini, akan dipakai wacana-wacana 
dari media, opini sejumlah pihak, fakta empiris dan perbandingan 
konsep. Hal ini dikarenakan untuk mencari hukum terbaik baik 
bagi Undang-Undang NKRI (Negara Kesatuan Republik 
Indonesia) dan Perda diperlukan melalui wacana, opini, 
perbandingan konsep dan fakta empiris yang diuraikan. Melalui 
opini dan wacana, sudah tentu untuk menghasilkan perbandingan 
ini harus melalui perspektif keindonesiaan, bukan wacana-
wacana dan opini Barat.  
Bukti empiris dan perbandingan konsep berguna untuk 
menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan rasional untuk 
menghasilkan hokum dan perundangan yang berguna bagi 
masyarakat kolektif kita yaitu bangsa Indonesia. 
Dengan terjadinya pro dan kontra yang ‘memanas’sejak awal 
lahirnya Republik Indonesia ini mengenai syariat Islam, 
khususnya Hukum Pidana Islam, kiranya makalah ilmiah ini 
menarik untuk dibahas secara ilmiah, rasional dan konteks 
keindonesiaan. Maka dipilihlah judul “Formalisasi Hukum 
Pidana Islam dalam Undang-Undang Sebagai Solusi Bagi Negara 
dan Daerah dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas.” 
Dikarenakan syariat Islam makna dan konsepnya luas, tidak 
hanya dibidang hukum, tapi juga bisa politik, ekonomi,sosial dan 
lain-lainnya maka tulisan ini membahas hanya pada hukum 
pidananya saja. 
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B. Identifikasi Masalah 
1. Bagaimana deskripsi (gambaran) Hukum Pidana Islam ?  
2. Apakah kelebihan hukum-hukum pidana Islam 
dibandingkan hukum pidana “sekuler” yang diwariskan dari 
peradaban Barat ?  
3. Apabila jawabannya positif untuk hukum pidana Islam, 
maka bagaimanakah cara formalisasi hukum pidana Islam 
dalam Undang-Undang ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui deskripsi (gambaran) Hukum Pidana Islam. 
2. Mengetahui kelebihan hukum-hukum pidana Islam 
dibandingkan hukum pidana “sekuler” yang diwariskan dari 
peradaban Barat.  
3. Mengetahui jawabannya positif untuk hukum pidana Islam, 
maka bagaimanakah cara formalisasi hukum pidana Islam 
dalam Undang-Undang. 
 
D. Landasan Teori 
A. Kerangka Konseptual 
1. Konsep Hukum Barat (Eropa)   
Hukum (law) berasal dari kata lex yang bermakna 
ligare (mengikat atau menghubungkan). Hukum bersifat 
mengikat manusia untuk bertindak, bisa juga bermakna 
menghubungkan manusia yang satu dengan manusia lain.
1
 
Hukum menurut Lerminer dapat didefinisikan “keserasian 
hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban”.  
Menurut Land hukum berarti “keseluruhan aturan yang 
ditaati oleh manusia dalam kehidupan masyarakat.”Dapat 
disimpulkan hukum merupakan sekumpulan aturan yang 
ditetapkan (dilegalkan) oleh penguasa masyarakat politik 
(negara) terhadap anggota masyarakat tersebut yang secara 
umum mematuhinya.
2
 Maka dapat diasumsikan bahwa 
                                                 
 
 
 102 
 
  Vol. 9 No.1 Januari-Juni 2018 
individu atau badan yang memaklumkan hukuman tersebut 
memiliki kekuasaan dan tujuan untuk memberlakukan 
hukum.
3
 “Dengan kata lain, hukum itu adalah alat untuk 
memaksa mereka sendiri mematuhi peraturan demi 
tercapainya keinginan bersama.”4  
Permasalahan tentang konsep hukum sendiri sudah 
dibahas sejak berabad-abad lamanya. Di Eropa sendiri yang 
kini hukumnya dijadikan ‘kiblat’ bagi hukum dan 
perundang-undangan di Indonesia, memandang bahwa 
masyarakat menyerahkan hidup dan eksistensinya kepada 
badan politik melalui “kontrak sosial”, sebagai 
konsekwensinya badan politik itu bergerak dan 
berkehendak melalui perundang-undangan.
5
  
Hal itu sudah merupakan pandangan umum sejak 
dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, filsuf sosial-
politik Eropa terkenal di zaman pencerahan Eropa. Lebih 
dari itu Rousseau yang disebut “Pangeran Pencerahan 
Eropa” menyatakan bahwa “keadilan berasal dari Tuhan, 
yang merupakan satu-satunya sumber keadilan; dan 
seandainya kita tahu bagaimana cara memperoleh keadilan 
dari sumber yang termulia itu, tentulah kita tidak 
memerlukan pemerintahan maupun hukum.”6  
Di sini terlihat jelas bahwa Rousseau pun mengakui 
keadilan hakiki hanya berasal dari Tuhan, hanya saja 
sejarah jugalah yang membuktikan bahwa justru agama di 
Eropa (Kristen, khususnya Katolik) menjadi alat 
kesewenang-wenangan, penindasan, dan legitimasi 
kekuasaan tiran yang dipakai Paus, rohaniawan gereja dan 
para raja-bangsawannya.  
Maka dari itulah Rousseau, sekalipun mengakui bahwa 
ketuhanan merupakan sumber keadilan namun ia tidak 
melihat sama sekali bahwa agama dominan di Eropa itu 
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merupakan sumber keadilan yang berasal dari Tuhan. 
“Keadilan harus bersifat timbal balik”, juga “harus ada akad 
dan hukum positif untuk mengaitkan hak dan kewajiban, 
dan untuk mengarahkan keadilan itu pada sasarannya.”7 
Singkatnya, sifat timbal balik, akad (perjanjian antara 
pemerintah dan masyarakat), hukum positif dan pengarahan 
keadilan agar tepat sasaran menjadi sifat-sifat yang harus 
dimiliki hukum sejak awalnya.  
Sejak abad 17 dan 18, para pakar hukum di Eropa 
nyatanya lebih mengharapkan hukum alam yang natural 
untuk kebaikan hidup manusia. Hugo de Groot menyatakan 
bahwa hukum alam ialah “segala ketentuan yang benar dan 
yang baik menurut rasio, dan tidak mungkin salah, lagi pula 
adil.” 
Lebih jauh de Groot mengemukakan bahwa contoh-
contoh hukum alam ialah, yaitu (1) kewajiban menghormati 
milik orang lain, (2) kewajiban menghormati orang lain, (3) 
kewajiban mengganti kerugian akibat kesalahan seseorang, 
(4) kewajiban menepati janji, dan (5) kewajiban 
mengembalikan milik orang lain yang diperoleh secara 
tidak sah.  
Dengan demikian pemikiran de Groot ini lepas sama 
sekali dari pendekatan teologis di bidang hukum,
8
 jika 
menurut seorang Rousseau hukum adalah kondisi eksistensi 
masyarakat sipil yang diungkapkannya dengan “rakyat 
haruslah menjadi pencipta hukum, karena mereka harus 
tunduk pada hukum itu. Hak untuk membuat peraturan bagi 
masyarakat hanya milik mereka yang membentuk 
masyarakat itu”,9 maka pemikiran de Groot serupa dengan 
Rousseau, bahwa tipikal pemikiran mereka melepaskan 
sama sekali hukum dari faktor agama (sekulerisme).
10
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Sekalipun Rousseau dan de Groot sudah menggagas 
hukum alam yang secara apriori dapat dipandang rasional 
dan secara teori gagasan-gagasannya dapat diterima secara 
universal, namun demikian hal itu justru menimbulkan 
suatu problem yang akut. “Hukum modern yang rasional 
yang berciri antara lain sekuler” seperti diungkapkan oleh 
Prof. Tahir Azhary itu memisahkan sama sekali hukum dari 
pertimbangan-pertimbangan religius dan etis
11
 padahal 
religius dan etis merupakan jiwa bangsa Indonesia bahkan 
merupakan ciri khas dari “budaya timur”.  
Sebagai asumsi awal, seharusnya dapat dimengerti 
bahwa jiwa bangsa Indonesia yang merdeka janganlah 
mengikuti alam pikiran Eropa yang semacam itu. Indonesia 
haruslah memiliki jiwa hukum tersendiri yang terbaik bagi 
warganya dan memperoleh keadilan yang didambakan.  
Secara gagasan dan teori, hal ini merupakan tujuan 
yang lumrah dari semua permasalahan hukum dan ilmu-
ilmunya sejak lama, namun kenyataan tidaklah semudah 
melayangkan gagasan dan teori, yang membuat para pakar 
hukum khususnya di Indonesia, masih “wajib” mencari 
manakah hukum terbaik bagi manusia Indonesia. 
Dampak dari ‘ledakan’ rasionalisme abad ke-17 dan 
zaman Aufklarung abad ke-18 dalam bidang hukum yang 
merupakan bidang yang sangat vital bagi kehidupan 
berbangsa dan bernegara ialah dijadikannya asas manfaat 
(utility) sebagai tujuan. “Jika ada konflik antara hukum dan 
moral, maka manfaatlah yang memutuskan. Tetapi orang 
harus tunduk kepada hukum.” 
Sebagaimana pernyataan H. M. Rasjidi yang dikutip 
Tahir Azhary. “Dengan demikian yang menjadi “tolok 
ukur” hukum adalah kegunaan dari hukum itu sendiri, 
sekalipun hukum itu harus bertentangan dengan moral ia 
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tetap mempunyai kekuatan mengikat. Ini berarti hukum 
menempati posisi yang lebih tinggi dari moral.”12 
Dengan meninjau “alam pikiran” Barat yang sangat 
berciri “duniawi” semacam ini dalam memandang hukum, 
maka tidaklah heran bahwa di negeri-negeri Barat (Eropa 
dan Amerika) krisis moral, etis hingga sampai praktek 
prostitusi sekalipun menjadi hal yang lumrah asalkan 
dipandang bermanfaat bagi mereka. Hal yang (telah) 
dianggap wajar, sekalipun problem semacam itu sudah 
melanda negeri-negeri Barat sejak lama. Padahal krisis 
moral, etis dan praktek prostitusi yang melanda di suatu 
negeri dapat dianggap sebagai “benih-benih” kejahatan dan 
kriminalitas. 
2. Undang-Undang dan KUHP 
Secara sederhana Undang-Undang merupakan “hukum 
yang tertulis”. Secara umum Undang-Undang/Perundang-
undangan (atau disingkat UU) adalah “Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama 
Presiden”.13  
Ensiklopedia bebas Wikipedia mencatat bahwa 
“Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main 
bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, 
untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka 
mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara.” Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti adalah kitab yang 
memuat peraturan hukum pidana (sanksi) yang secara 
formal disahkan oleh negara. Maka KUHP yang memang 
warisan penjajah kolonial Belanda ini menjadi pegangan 
utama aparat penegak hukum dalam menentukan hukum 
pidana bagi tiap-tiap warga negara yang terkena sanksi 
pidana di wilayah Republik Indonesia. 
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3. Peraturan Daerah   
Dalam pembahasan ini akan diuraikan Perda (Peraturan 
Daerah) secara umum. Seperti yang tertuang dalam 
ensiklopedia bebas wikipedia, Peraturan Daerah adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan 
bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).
14
 
Muatan materi Peraturan Daerah ialah keseluruhan muatan 
materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan 
tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah 
serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas :
15
 
1. Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di provinsi 
tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD 
Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. 
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di 
kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota 
dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap 
Peraturan Daerah Provinsi. 
Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 
Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara 
di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus 
dan Peraturan Daerah Provinsi.
16
 
4. Rancangan Undang-Undang 
Secara umum melalui ensiklopedia bebas wikipedia 
dapat dideskripsikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) itu dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah 
(gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan 
oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. 
Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD 
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala 
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Daerah.
17
 Pembahasan Raperda di DPRD itu dilakukan oleh 
DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. 
Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat 
pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan 
DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat 
paripurna.
18
 
Raperda yang telah disepakati dan disetujui bersama 
oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota harus 
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 
Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam 
jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan 
bersama. Raperda tersebut akan disahkan oleh Gubernur 
atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka 
waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD 
dan Gubernur atau Bupati/Walikota.  
Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut 
disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau 
Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda 
dan wajib diundang-undangkan.
19
 Dengan dukungan 
Bupati/Walikota, DPRD dan juga warga setempat, 
formalisasi hukum pidana Islam melalui RUU bukan tidak 
mungkin untuk diformalisasikan asalkan hukum pidana 
Islam sudah diketahui secara baik dan menyeluruh. 
 
E. Hukum Pidana Islam 
1. Maksud dan Tujuan Syariat Islam (hukum islam) 
Untuk mendapatkan deskripsi yang komperehensif 
tentang maksud dan tujuan syariat Islam agar tidak bias 
dengan opini-opini keliru yang bersifat mendeskreditkan 
syariat Islam, ada baiknya menyimak paparan dari 
Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA yang juga adalah ketua 
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Biro Dakwah Dewan Da'wah Aceh serta dosen Fakultas 
Syariah IAIN Ar-Raniry :
20
    
“Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam 
membawa misi perdamaian dan rahmatan lil’alamin (Al-
Anbiya’: 107 dan Yunus: 57) Secara umum, maksud dan 
tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan 
kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan dalam 
kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan 
maqashid syariah. Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan 
Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.“Tujuan 
ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah 
Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu 
hukum yaang berorientasi kepada kemaslahatan umat 
manusia. 
Menurut Imam Abu Zahrah, Syariat Islam datang 
membawa rahmat bagi umat manusia (Al-Anbiya’: 107 dan 
Yunus: 57). Oleh karena itu, ada tiga sasaran hukum Islam: 
Pertama, penyucian jiwa, agar setiap muslim menjadi sumber 
kebaikan –bukan sumber keburukan- bagi masyarakat 
lingkungannnya. Kedua, menegakkan keadilan dalam 
masyarakat Islam, baik yang menyangkut urusan sesama 
kaum muslimin maupun dalam berhubungan dengan pihak 
lain (non muslim) (Al-Maidah: 8 dan An-Nahl: 90). Ketiga, 
dan ini merupakan tujuan puncak yang harus terdapat dalam 
setiap hukum Islam, ialah kemaslahatan. Tidak sekali-kali 
suatu perkara syariat melainkan disitu terkandung maslahat 
yang hakiki, walaupun maslahat tersebut tersamar pada 
sebahagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya. (Ushul 
al-Fiqh, hal. 327) 
Imam al-Ghazali dengan gamblang menjelaskan 
maqashid syariah. Menurutnya, tujuan syara’ yang 
berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka, setiap 
hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok 
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tersebut itu adalah maslahat. Menurut Imam Abu Zahrah, 
maslahat Islamiah yang diwujudkan melalui hukum-hukum 
Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah 
maslahat hakiki.  
Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap 
lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan 
keturunan. Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, 
ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu.Tanpa 
terpeliharanya hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia 
yang luhur secara sempurna.  
Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa 
dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tadiDalam 
memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa 
aman dan damai, tanpa ada intimidasi. Islam dengan 
peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan 
beragama. (Ushul Fiqh, hal. 320) Maka, dalam konsep 
maqashid syariah, ada lima kebutuhan kehidupan primer 
manusia yang mesti ada (ad-dharuriyyat al-khams) atau kini 
populer dengan sebutan HAM (Hak Asasi Manusia) yang 
dilindungi oleh syariat yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan 
harta. Syariat diturunkan untuk memelihara kelima HAM 
tersebut. Pelanggaran terhadap salah satu daripadanya 
dianggap sebagai suatu kriminal (jarimah).” 
Untuk menjaga maslahah adh-dharuriyat al-khams, 
Islam mensyariatkan sanksi (uqubat) yang cukup tegas, yaitu 
hukuman hudud, qishash dan ta’zi,r demi menciptakan 
kemaslahatan publik dan menolak kemudharatan. Hukuman 
murtad (had ar-riddah) yaitu dibunuh, bertujuan untuk 
menjaga kemaslahatan agama, agar orang tidak 
mempermainkan agama dengan seenaknya. Hukuman minum 
minuman keras (had al-khamr) yaitu cambuk delapan puluh 
kali atau empat puluh kali bertujuan untuk menjaga akal agar 
tetap baik dan sehat.  
Hukuman zina (had az-zina) yaitu seratus kali cambuk 
bagi yang belum kawin (ghair muhshan) dan rajam bagi yang 
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sudah kawin (muhshan) bertujuan untuk menjaga nasab dan 
menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman 
tuduhan berzina (had al-qazf) yaitu dicambuk delapan puluh 
kali bertujuan untuk menjaga kehormatan. Hukuman 
pencurian (had as-sariqah) yaitu potong tangan bertujuan 
untuk menjaga harta. Dan hukuman pembunuhan dan 
penganiayaan yaitu qishah (dibunuh atau dianiaya pula) 
bertujuan untuk menjaga jiwa manusia. 
Oleh karena itu, dalam Islam dikenal beberapa jenis 
hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, qishah dan 
dibunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan 
tingkatan kriminalnya. Tujuan semua jenis hukuman ini 
adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga 
masyarakat dari kekacauaan dan prilaku buruk atau hina, 
mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan 
memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, 
akal, nasab, dan harta.  
Disamping itu tujuan utamanya yaitu untuk memberi 
efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah 
perbuatan kriminal atau maksiat. Tanpa ada efek jera, maka 
suatu hukuman tidak akan berarti apa-apa. Inilah makna 
suatu hukuman.” 
Dengan demikian, meskipun asumsi awal yang beredar 
adalah hukuman Islam kejam bahkan cenderung keras, 
namun dibalik itu syariat Islam menentukan hukuman lebih 
banyak bertujuan sebagai sarana untuk mencapai 
kemaslahatan publik dan menjaganya. Hukuman itu dibuat 
untuk mencegah kasus-kasus kriminal dan melindungi jiwa, 
harta dan haq sesama umat manusia. Masyarakat manusia 
tidak bisa adil, aman dan tentram hanya dengan semata-mata 
dilarang atau diperintahkan pemerintah serta aparatnya saja, 
namun juga memerlukan konsekwensi dan “alat untuk 
menakuti-nakuti” para pelanggar hukum.  
Hal demikian untuk terjaminnya keadilan, keamanan dan 
ketentraman. Tanpa sanksi yang tegas dan membuat efek 
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jera, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi 
apa-apa. “Sebaliknya, bila hukuman itu tegas dan keras , 
maka segala aturan baik bersiafat perintah atau larangan itu 
akan diperhitungkan dan memiliki arti.”21 Inilah makna suatu 
hukuman dalam Islam (hudud dan qishash), apabila 
diterapkan maka sudah dapat dipastikan tidak ada yang 
berani berbuat maksiat dan kriminalitas. “Otomatis, angka 
kriminalitas pun akan berkurang drastis.”22 
Dengan paparan ini, maka jelaslah bahwa hukuman 
dalam Islam tidaklah melanggar hak asasi manusia. Justru 
sebaliknya hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi 
HAM dan memberikan keadilan yang sejati bagi 
kemashlahatan masyarakat bersama (kolektif) daripada 
secara individu. Dengan adanya hukum pidana Islam, maka 
efek jera dan rasa takut terhadap hukum menjadi nyata serta 
keadilan, keamanan dan ketentraman dapat terwujudkan. 
2. Keistimewaan Hukum Pidana Islam  
a) Kedaulatan hukum ada pada sumber hukumnya 
sendiri yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. 
Apabila manusia yang menentukan hukum, akan 
tercipta ketiadaan standarisasi norma dan fungsi 
hukum yang serba subjektif sesuai dengan kelompok 
yang menciptakan dan melegalkan hukum. Hal ini 
membuat tatanan hukum menjadi chaos karena 
masing-masing memiliki pandangannya sendiri, kata 
kelompok yang satu itu adil, kata kelompok yang lain 
tidak adil. Maka tidak aneh jika sering terjadi kasus 
amukan warga yang anggota keluarganya menjadi 
korban ketidakadilan hukum dan mekanisme 
pembuktiannya. Manusia memiliki keterbatasan 
dengan pengetahuannya dan akan selalu bersifat 
subyektif. Hampir setiap hari kita lihat di layar kaca, 
korban pemerkosaan dan pembunuhan tidak 
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mengalami keadilan dari hukum-hukum di Indonesia, 
yang berbuntut pada kemarahan kerabat-keluarga 
korban ketidakadilan tersebut. Selain itu budaya, 
norma, nilai dan peradaban yang berbeda dengan 
Barat sudah seharusnya membuka mata bangsa 
Indonesia untuk tidak lagi bersandar pada hukum 
Barat. 
b) Standar hukumnya kokoh, yaitu dari Al-Qur’an, 
Sunnah Rasulullah saw, ijma sahabat dan ra’yu 
(pemikiran berdasarkan syariat Islam) 
Standarisasi benar-salah dan keadilan sudah 
tercantum di kitab yang kokoh. Selain itu hukumnya 
bersifat tetap dan konsisten, tidak tercampur 
kepentingan manusia seperti yang umumny terjadi di 
negeri ini. 
c) Memuliakan manusia 
Apabila hukum ini diterapkan pada yang bukan 
pemeluk Islam pun tetap tidak ada diskriminasi atau 
keistimewaan pihak-pihak tertentu. Hal ini dibuktikan 
dengan sejarah panjang Islam baik di Arab, Baghdad, 
Syam, Turki dan Spanyol bahwa Yahudi dan Nasrani 
hidup berdampingan dengan umat Islam dengan 
damai dan sejahtera selama 8 abad. 
d) Berpihak kepada semua, tidak diskriminatif pada 
golongan tertentu 
Salah satu keistimewaan hukum Islam terutama 
hukum pidananya adalah menjaga jiwa, harta dan hak 
setiap umat manusia, namun secara kolektif daripada 
individu, dikarenakan sanksinya yang tegas bagi 
individu dan kelompok yang diharuskan terkena 
sanksi. Dengan begitu akan tercipta rasa takut untuk 
berbuat kriminal, kerusakan, dan memiliki efek jera 
yang pada hari ini tidak terjadi bagi para pelaku 
kriminal di negeri ini. Semua diperlakukan sama di 
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depan hukum, tidak ada perbedaan antara penguasa, 
pemerintah dan rakyat jelata. 
e) Mekanisme kontrol yang kokoh 
Hal ini disebabkan oleh: Pertama, ditopang 
ketakwaan yang kuat dari warga negara. Orang-orang 
yang berkomitmen menjalan syariat Islam secara 
umum dapat dipandang bertakwa dan akan berhati-
hati dalam proses hukum karena menyadari ini 
hukum dari Kitabullah. 
Kedua, kewajiban amar ma’ruf nahi munkar yang 
membuat adanya kontrol sosial dari ormas, partai 
politik dan warga. Ketiga, seharusnya diadakan pula 
mahkamah mazhalim yang berfungsi melakukan 
pengawasan secara sistemik terhadap aparat apabila 
melakukan kecuranagan dan melakukan permainan 
dalam hukum. 
3. Jenis Hukum Pidana Islam 
Tindak pidana dalam Islam disebut jinayat atau jarimah, 
keduanya bermakna sama, yaitu penganiayaan atau 
penyerangan atas badan yang mewajibkannya ia dipidana. 
Pidana Islam terbagi menjadi 4, yaitu: Hudud, sanksi dan 
ketentuan Allah atas kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh 
syariat dan menjadi hak Allah, ini tindak pidana yang paling 
berat yang sanksinya ditentukan oleh Al-Qur’an dan hadis 
Nabi SAW.  
Masuk dalam hudud adalah murtad, zina, zindik, 
pemberontakan, terorisme, pencurian dan perampokan. 
Qishash, secara sederhana dapat diartikan balasan setimpal 
atas perbuatan yang dilakukan, misalnya pembunuh dihukum 
mati, pembunuhan menyerupai sengaja, penganiayaan dan 
melukai tubuh. Bila dimaafkan pihak korban tetap berlaku 
diyat (denda). Takzir, yaitu sanksi yang dijatuhkan atas 
kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat.  
Hukumannya dapat berupa penjara (kurungan) atau 
ditentukan oleh pemerintah sebagai ulil amri untuk 
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menentukan yang lebih mashlahat, di sini dapat juga diurus 
KUHP yang sudah dikombinasikan dengan syariat Islam. 
Masuk dalam takzir adalah perbuatan pencurian di kalangan 
keluarga sendiri, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu 
dan lain-lain. Mukhalafat, yaitu pelanggaran terhadap aturan 
yang telah ditetapkan negara, hak ada pada pemerintah yang 
dapat melarang warganya dan menetapkan pelanggaran 
terhadapnya, contohnya melanggar peraturan lalu lintas dan 
pelanggaran dalam peraturan kerja. Seperti takzir, hal ini 
dapat juga diurus oleh KUHP.
23
 
 
F. Pembahasan 
A. Data Empiris Keberhasilan Hukum Pidana Islam 
Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan termasuk 
wilayah pertama yang dapat diasumsikan memperoleh 
efektivitas dari Perda syariah. Dengan Perda syariah, 
pemerintah Bulukumba dapat mengurangi angka kriminalitas 
hingga 85%. Media Antara-news pada selasa 25 Juli 2006 
pun sampai menulis “Perda-perda bernuansa Syariah Islam di 
Kabupaten Bulukumba, Sulsel, juga didukung umat non 
muslim karena membuat warga non muslim merasa 
tenteram.”  
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori 
berkomentar tentang dukungan warga non Muslim pada 
Syariah Islam, "Umat non Muslim juga mendukung 
penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. 
Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut 
membentangkan spanduk dukungan,"
24
 Penerapan Syariah 
Islam di Bulukumba pada 2001 menurut mantan Bupati 
tersebut sebagaimana dikutip media Antara-news 
“menjadikan tingkat kriminalitasnya turun 85 persen.  
Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras, 
tidak ada lagi perkelahian pelajar.” Andi juga berujar, 
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"Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, 
sekarang menurun drastis. Kami memang membentuk tim 
yang tugasnya datang ke desa-desa untuk menyadarkan para 
preman, mereka diarahkan ke pengajian, maka sekarang tidak 
ada lagi preman."
25
  
Sebagaimana yang dikutip Antara-news Pihak 
pemerintah Bulukumba juga selalu meyakinkan pihak non 
Muslim bahwa mereka tak perlu takut pada syariah Islam dan 
tetap dihormati di Bulukumba, hal itulah yang dilakukan 
mantan Bupati yang berasal dari partai Golkar itu. Salah 
seorang pengamat syariat Islam dari Pusat Syariah 
Tanggerang, H. Muhammad Jamhuri Lc, mencatatkan 
dengan komprehensif efektifitas syariat Islam :  
“…bahwa syariat tidaklah terbatas pada masalah-
masalah ibadah saja, namun mencakup segala aspek 
kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi. 
Oleh karena itu, belakangan ini telah tumbuh bank-bank 
yang berlandaskan syariah sebagai jawaban dari bank-bank 
konvensional yang berbasis pada sistem bunga (riba). Sistem 
perbankan syariah memiliki nilai-nilai keadilan namun juga 
tidak menghilangkan fungsi bank itu dalam memberikan 
profit (keuntungan) pada nasabah melakui sistem bagi hasil. 
Sistem ini terbukti dapat menjamin keberadaan bank di 
tengah badai krisis di negeri kita. Dari bank-bank yang ada 
saat itu, Bank Muamalat yang note bone berlandaskan syariat 
adalah satu-satunya bank yang tidak terkena imbas krisis. 
Belajar dari kenyataan ini, maka tidak heran kini banyaknya 
bermunculan bank-bank syariah, seperti Bank Syariah 
Mandiri, BNI Syariah, Danamon Syariah, IFI Syariah dan 
lain sebagainya.  
Dibidang sosial, syariat Islam terbukti sangat efektif di 
dalam mengurangi kasus kriminalitas. Data PBB 
menunjukkan bahwa angka kriminalitas dalam kurun waktu 
satu tahun di Arab Saudi yang note bone berlandaskan 
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syariat Islam, sama dengan angka kriminalitas yang terjadi di 
kota New York dalam waktu satu hari. Kita dapat 
membayangkan, betapa besarnya angka kriminal yang terjadi 
di satu kota saja (New York) dan dalam satu hari saja…Lalu 
bandingkan pula dengan Arab Saudi.Suasana yang aman, 
tenteram dan sejahtera dapat dirasakan bila umat manusia 
mau melaksanakan syariat dengan maksimal. Sebab Islam 
mengajarkan kepada kebaikan.  
Ia mengajarkan akhlak dan sikap kepada orang tua, 
suami, isteri, anak, hewan dan alam. Islam juga 
menganjurkan kita berbuat adil, jujur, sopan dan etika lain 
yang tidak cukup disebutkan satu persatu dalam lembaran 
sempit ini. Bila muslim telah melaksanakan ajaran Islam 
secara konsekwen, maka kekhawatiran-kekhawatiran yang 
bersifat seram di atas tidak akan terjadi. Sebab tidak mungkin 
seorang muslim taat akan melakukan hal-hal yang 
hukumannya seperti di atas. Sikap-sikap santun yang 
direfleksikan dari masyarakat muslim yang berpegang teguh 
dengan syariat Islam akan memberikan rasa sejuk, bukan 
hanya kepada masyarakat muslim saja, namun juga dapat 
dirasakan oleh orang yang menganut agama lain.  
Sebagai contoh apa yang terjadi di Zamfara negara 
bagian Nigeria. Negeri bagian ini telah menerapkan syariat 
Islam. Dampak positif diterapkan syariat Islam ini dapat 
dirasakan oleh non muslim. Salah seorang pejabat Urusan 
Agama negeri bagian Zamfara ini pernah menyebutkan, 
sebagaimana yang beliau sampaikan kepada mahasiswa saat 
berkunjung ke Madinah, bahwa hampir setiap harinya warga 
non muslim datang ke kantor Urusan Agama untuk 
menyatakan masuk Islam secara sukarela.  
Sebagiain dari mereka, terutama kaum ibu, datang 
hanya untuk memberikan rasa terima kasih dan dukungannya 
atas diterapkannya syariat Islam, sebab sebelum 
diterapkannya syariat Islam suami-suami mereka pulang ke 
rumah sering larut malam, bahkan uang dapur yang diberikan 
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kepada kaum ibu tidak sepadan dengan jumlah gaji mereka. 
Sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga, 
mental anak-anak pun tidak stabil. 
Hal itu terjadi karena selepas kerja, para suami tidak 
langsung pulang ke rumah, akan tetapi mereka mampir di 
nigh club untuk mabuk-mabukan, main wanita atau berjudi. 
Namun sejak diterapkannya syariat Islam, kebiasaan-
kebiasaan negatif itu terhenti, dan berganti menjadi suasana 
yang harmonis antara anggota keluarga, belum lagi mereka 
terhindar dari kerugian akibat judi, penyakit AIDS atau 
penyakit sosial lainnya. 
Demikianlah bila syariat dijalankan dengan segala 
kepatuhan. Ia akan menjadi berkah bagi semuanya. Benarlah 
apa yang Allah firmankan di atas, syariat Islam menjadi 
rahmat bagi seluruh alam.”26 
Sistem pidana Islam yang diterapkan di Arab Saudi 
telah menunjukkan keunggulan signifikan. Rata-rata angka 
pembunuhan di Saudi (dalam 100.000 penduduk) dalam 
periode 1970-1979 yang besarnya 53 ternyata hanya 1/6 dari 
angka pembunuhan Mesir dan Kuwait.
27
 Jika Saudi 
dibandingkan dengan negara Barat, seperti Amerika Serikat 
angkanya akan lebih signifikan dan dramatis. Angka 
pembunuhan Saudi selama 1 tahun sama dengan angka 
pembunuhan AS dalam sehari. Sebab rata-rata angka 
pembunuhan Saudi selama 10 tahun (1970-1979) hanya ada 
53 kasus pembunuhan per tahun. Di AS (sepanjang 1992 
saja) terjadi 20.000 kasus pembunuhan, atau 54 orang 
terbunuh per hari.
28
 
Angka pemerkosaan di Saudi selama 1 bulan sama 
dengan angka perkosaan AS dalam sehari. Sebab rata-rata 
angka perkosaan Saudi selama 10 tahun (1970-1979) hanya 
ada 352 kasus perkosaan per tahun. Jadi per bulan di Saudi 
terjadi sekitar 29 perkosaan. Di AS (sepanjang 1992 saja) 
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terjadi 10.000 kasus perkosaan, atau sekitar 27 perempuan 
diperkosa per hari. Ini kurang lebih setara dengan angka 
perkosaan Saudi selama 1 bulan.
29
 
 
B. Upaya-Upaya Solusi Dalam Memformalisasi Hukum 
Pidana Islam 
1. Upaya Formalisasi Hukum Pidana Islam  
a) Opini yang Dihubungkan Dengan Piagam 
Jakarta, Pancasila dan UUD Negara 
Formalisasi syariat Islam dalam hukum NKRI 
apabila ditinjau dari segi teori (baca: de jure) maka  hal 
itu dibenarkan oleh semangat Pancasila dan UUD 1945 
yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, yang telah 
dirumuskan oleh para pendiri bangsa dari berbagai 
kalangan agama serta disetujui oleh mereka. Sekalipun 
secara de facto penjiwaan dari Piagam Jakarta sudah 
tergerus arus liberalisme dan sekulerisme yang diusung 
sebagian pihak yang berkepentingan “membaratkan” 
negeri Indonesia namun secara de jure hal itu “sah” 
bisa dilakukan.  
Seperti yang diketahui secara umum bahwa 
Pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana 
termaktub dan terintegrasi di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsiderans huruf 
a Perubahan Keempat UUD Republik Indonesia Tahun 
1945 pada 10 Agustus 2002 ditegaskan kembali : 
 “Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah  diubah 
dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan 
perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditetapkan 
pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali 
dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta 
dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh 
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Dewan Perwakilan Rakyat. (Perubahan Keempat UUD 
1945, 2002).
30
  
Dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
secara tegas dinyatakan bahwa Piagam Jakarta 
tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang 
Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian 
kesatuan dengan konstitusi. Piagam Jakarta 22 Juni 
1945 inilah satu-satunya kesepakatan tertulis dari para 
pendiri bangsa ketika kita hendak merdeka dan 
mendirikan negara. Rumusan ini menunjukkan suatu 
keyakinan bahwa urusan negara dengan agama (Islam) 
tidak dapat dipisahkan.
31
 
Selain itu, dukungan terhadap UUD 1945 pasal 29 
ayat 1 dan 2, “Negara berdasarkan atas ketuhanan 
Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu.”32pun didukung pula oleh DR. 
Bartholomeus Bolong, OCD. Seorang pastur dan rektor 
Rumah Bina Seminari Tinggi Biara Karmel 
Yogyakarta dalam Al-Mawarid.
33
 
DR. Bartholomeus mengakui bahwa Islam 
bukanlah sekedar agama dalam pengertian ritual dan 
cara menyembah Allah saja, namun juga Undang-
Undang untuk menjalankan syariat dari Allah.
34
 Dalam 
kesimpulannya, DR. Bartholomeus menyatakan 
formalisasi syariat Islam di Indonesia dilihat dari sola 
prinsip kebebasan beragama dalam Gereja Katolik 
selama tidak membahayakan dasar negara dan UUD 
Republik Indonesia, tidak  menimbulkan ketakutan, 
kecemasan dan disintegrasi pada persatuan dan 
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kesatuan bangsa maka sepenuhnya akan didukung 
umat Katolik.
35
 
Hal ini mengingatkan pada kasus di Bulukumba 
yang didukung penuh oleh pihak non-Muslim. Maka 
tentu saja syariat Islam yang dijalankan untuk orang 
Islam tidak akan mengganggu sama sekali pihak non-
Muslim, hal itu justru menunjukkan bahwa 
“ketakutan”, “kecemasan” dan “kekhawatiran” pihak 
non-Muslim selama ini hanyalah buah dari opini dan 
wacana negatif segolongan pihak yang memang 
mempunyai kepentingan dan agenda de-islamisasi 
sebagai bagian dari aganda Barat di Indonesia.  
Kata-kata dalam Piagam Jakarta sendiri yang 
berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 
beradab” juga tidak mencerminkan sama sekali 
diskriminasi atau pelanggaran HAM seperti pendapat 
sebagian pihak. Bisa diartikan di sini adalah pemeluk 
agama Islam yang menjalankan syariat Islam (hukum-
hukum Islam) bukan umat agama lain. Ada pun 
mengenai proses hukum pidana bagi pelanggar hukum 
yang bukan pemeluk agama Islam dapat lebih dahulu 
membandingkan mana yang terbaik dari hukum pidana 
Islam atau yang lain, karena fakta menunjukkan kurang 
dari 5 tahun saja, dari kabupaten Bulukumba sudah 
bisa mengurangi angka kriminalitas secara drastis 
hingga 85%.  
Hal ini dapat diartikan bahwa hukum Islam 
khususnya hukum pidana Islam telah berhasil 
menimbulkan efek jera, manusia yang terlindungi oleh 
hukum sebagaimana cita-cita para pemikir Barat 
sendiri semacam Montesquieu, Rousseau, dan de 
Groot, dan yang terpenting ialah dapat memberi 
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keadilan bagi sesama umat manusia, bukan hanya bagi 
kaum muslimin. Bagi pemeluk non-muslim itu dapat 
menilai sendiri, apabila terjadi pelanggaran hukum, 
hukum pidana manakah yang lebih efektif, baik secara 
teori dan fakta di lapangan.  
Maka dari itu tidak heran tokoh-tokoh ormas Islam 
dari Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Front 
Pembela Islam, Majelis Mujahidin, Eramuslim, 
Hidayatullah, Dewan Dakwah Islam Indonesia hingga 
Muhammadiah dan NU dengan lantang berani 
mengadukan syariat Islam secara opini, gagasan dan 
bukti empiris dalam sejarah dengan hukum-hukum lain 
mana saja yang digagas manusia. Mereka bahkan 
berani berdebat di depan umum, untuk mengadukan 
(berdebat) secara terbuka konsep hukum-hukum Islam 
yang rahmatan lil ‘alamin dengan hukum-hukum 
lainnya, mana yang lebih efektif dan terbaik bagi 
kehidupan manusia bersama. 
Selain itu, Piagam Jakarta juga dapat berfungsi 
untuk menemukan titik temu dalam sosial 
kemasyarakatan dan kenegaraan, “tanpa mengotak-
atikan konsep teologis yang dianggap baku.” Menurut 
DR Adian Husaini, “jalan inilah yang dulu disepakati 
tooh-tokoh Islam, Kristen dan kalangan Nasionalis 
sekular di BPUPKI.” Selanjutnya kita semua 
mengetahui bahwa BPUPKI menghasilkan Piagam 
Jakarta, Usai penyusunan Piagam Jakarta itu, Soekarno 
berbicara di BPUPKI :  
”Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti saya 
katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang 
mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota 
Dokuritu Zyunbi Tyosakai (BPUPKI-pen). Masuk di 
dalamya Ketuhanan, dan terutama sekali kewajiban 
umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di 
dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan 
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bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan 
atau Indonesia merdeka masuk di dalamnya; keadilan 
sosial, social rechtvaardigheit, masuk di dalamnya.  
Maka oleh karena itu, Panitia Kecil peyelidik usul-
usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa 
menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang 
ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu 
Tyoosakai.”36   
Yang harus dilakukan adalah mengembalikan 
kembali semangat founding fathers yang telah 
melakukan perdebatan bebas, terbuka dan habis-
habisan demi tercapainya suatu kesepakatan 
bersama,dan kesepakatan mereka adalah Piagam 
Jakarta yang telah menjiwai Pancasila dan UUD 
1945.
37
 Hal ini berdasarkan keutuhan masyarakat 
Indonesia sendiri, bukan permasalahan yang 
mewacanakan pada mayoritas-minoritas, atau toleransi-
tidak toleransi. 
b) Opini dari Segi Rasional-Objektif 
Ditinjau dari segi yang berbeda yaitu segi rasional-
objektif, bahwa tidaklah masalah jika hukum pidana 
Islam diemban bersama baik oleh pemeluk Islam dan 
non-Islam. Hal itu bahkan tidak berpengaruh apa-apa 
dalam aqidah dan adat masyarakat yang bukan 
pemeluk Islam. Sebagai contoh analogi, jika orang 
Indonesia terkena kasus pelanggaran hukum di 
Amerika Serikat atau di Vatikan (sebagai negara tipikal 
Abad Pertengahan Eropa) tidak serta merta apabila 
orang Indonesia tersebut terkena hukum AS lalu ia 
menjadi orang yang berideologi dan berjiwa Amerika, 
tidak pula serta merta orang tersebut menjadi Katolik 
yang fundamental bagi orang Indonesia yang terkena 
hukum Vatikan.  
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Memang demikian, bahwa kepribadian manusia 
(jiwa dan akhlaknya) dan hukum-hukum yang berlaku 
di tanah tempat ia berpijak dan menjunjung tidak 
berhubungan begitu saja, hal itu tidaklah berarti bahwa 
ia menjadi penganut dan berjiwakan tempat dimana ia 
berpijak. Orang Sunda tidak serta merta menjadi 
“terjawakan” jika ia dikenai hukum-hukum adat di 
Solo atau Yogyakarta saat ia sedang tinggal di tempat-
tempat tersebut.  
Begitu pula orang Islam tidak serta merta menjadi 
“kafir”, “murtad” atau dapat dituding pengusung 
sekulerisme apabila ia melanggar hukum kenegaraan, 
dan dipindak hukum pidana yang tipikal sekuler. 
Sebaliknya, orang-orang non-muslim juga tidak 
menjadi terislamkan atau ‘ternodai’ aqidahnya dengan 
hukum Islam. Hal ini dapat sudah sepantasnya 
dipandang sebagai upaya menemukan hukum (pidana) 
terbaik bagi bangsa Indonesia.  
Jadi dari tinjauan yang rasional dan objektif pun 
hukum pidana syariat Islam dapat berlaku universal, 
tanpa menggerus aqidah dan norma-adat kelompok 
masyarakat yang bukan pemeluk Islam. Maka 
diperlukan juga komunikasi yang saling pengertian 
satu sama lain, untuk meyakinkan mereka yang bukan 
pemeluk Islam untuk diperkenalkan tentang efektivitas 
hukum pidana Islam. 
2. Posisi KUHP Saat Diformalisasikan Hukum Pidana 
Islam 
Posisi KUHP dalam terformalisasikannya hukum 
pidana Islam dalam masa prosesnya ialah menangani 
masalah-masalah yang belum diatur hukum pidana Islam 
karena memang prosesnya bertahap. Dikarenakan dalam 
kenyataannya memerlukan proses waktu yang cukup 
sekalipun hanya beberapa perda saja yang hukum pidana 
Islam diformalisasikan menjadikan masalah-masalah 
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hukum pidana yang dalam rancangan perda syariat Islam 
belum disahkan maka kitab KUHP masih bisa dijadikan 
pegangan. Kedepannya, KUHP sendiri bisa dijalani dalam 
hukum pidana Islam yang berjenis takzir dan mukhalafat 
(lihat bab III), sehingga sebenarnya tidak perlu 
menkontradiksikan hukum pidana Islam dan KUHP.
38
 
3. Keraguan Sejumlah Pihak dan Upaya 
Menjawabnya 
a) Keraguan Akan Formalisasi Syariat Islam 
dengan Argumen Substansi Islam  
Ada sebagian oknum yang seakan menerima 
syariat Islam, namun sebenarnya menolak 
penerapannya, contohnya adalah  dengan 
mempropogandakan opini-opini semacam: “Kami 
menerima syariah Islam, tetapi bukan formalisasi 
syariah Islam”, “Yang penting adalah substansi dan 
nilai-nilainya,” atau, “Yang penting hukum itu 
terpenuhi maqâshid syarî‘ah (tujuan hukum)-nya 
sehingga syariah Islam tidak harus diformalkan 
apalagi diwujudkan dalam bentuk negara Islam.  
Disebarkan juga perkataan-perkataan semacam 
berikut: “Untuk apa formalisasi jika justru kemudian 
menyimpang dari syariah Islam.” Hal ini dapat 
dijawab dengan dua jawaban: Pertama, karena hal 
itu akan sangat menentukan arah, tujuan, serta 
bagaimana negara diatur. Lagi pula “tidak ada 
aturan yang diterapkan sekedar substansinya saja.”39 
Hukum-hukum warisan pemerintah kolonial 
Belanda dan ideologi sekulerisme-liberalisme saja 
diperjuangkan oleh sejumlah pihak di negeri ini agar 
meraih formalitas dalam perundang-undangan dan 
hukum. Belum lagi kata-kata dalam perundang-
undangan bisa saja ditafsirkan berbeda-beda, maka 
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harus ada formalitas dengan kata-kata yang tegas 
bahwa hukum-hukum dari syariat Islam memang 
ditegakkan. Kedua, tidak diterapkannya formalisasi 
syariat Islam akan mendatangkan main hakim 
sendiri dalam hal peradilan dan penghukumannya, 
padahal sudah diterima secara universal bahwa 
negara dan bangsa yang ingin mencapai keadilan 
tidak bisa main hakim sendiri.
40
 
b) Keraguan dengan Alasan Negara dan Daerah 
Tidak Semuanya Muslim, Rakyatnya Plural dan 
Heterogen 
Bisa jadi opini inilah yang dapat dianggap 
paling umum untuk melawan wacana dan opini 
formalisasi syariat Islam. Jika diskusi tentang 
formalisasi syariat Islam dibuka, maka argumen 
yang seperti ini dapat dipastikan akan muncul setiap 
kesempatan. Hal ini dapat dijawab setidaknya dari 
dua point, pertama, tidak ada hubungannya antara 
pembentukan ketatanegaraan dan hukumnya dengan 
aspek mayoritas-minoritas, karena hal yang mustahil 
suatu negara dibentuk atas keridhoan seluruh 
rakyatnya, atas tiap-tiap individunya.  
Dalam faktanya jarang ada (kalau tidak mau 
dikatakan tidak ada) negara yang didirikan serta 
hukum yang ditegakkan yang sepenuhnya atas dasar 
mayoritas-minoritas yang ada adalah para founding 
fathersnya dan “minoritas kreatif” yang 
menggerakan suatu bangsa dan negara untuk 
mempertimbangkan bentuk terbaik negara dan 
hukumnya bagi bangsanya. Kedua, fakta Daulah 
Islam di Madinah yang didirikan Nabi Muhammad 
saw sekalipun berdasarkan dan berhukum Islam 
namun masyarakatnya heterogen, sekalipun begitu 
hukum Islam sangat menghargai dan menghormati 
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hak-hak kaum Yahudi, Nasrani dan Arab Musyrik di 
sana serta tidak ada pemaksaan masuk Islam, 
mereka hidup dengan keadilan dan ketentraman, 
kalau pun ada tindak kekerasan, hal itu dimulai dari 
non-Muslim saat itu yang melanggar perjanjian 
“Piagam Madinah”, yang berarti melanggar hukum 
perjanjian.
41
 
4. Upaya Formalisasi Hukum Pidana Islam Melalui 
Peraturan Daerah (PERDA) Hingga Merelevansi 
Ke-Negara 
Seperti yang telah diungkapkan di bab 2, 
dideskripsikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) itu dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah 
(gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan 
oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD, 
sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD 
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala 
Daerah.  
Maka hal ini berarti opini-opini dan keunggulan 
efektivitas syariat Islam khusunya hukum pidananya harus 
diketahui dan dipahami oleh para pejabat Kepalada 
Daerah dan anggota-anggota DPRD. Diutamakan sekali 
warga pun mayoritas telah diber informasi tentang 
keunggulan-keunggulannya. Pembahasan Raperda di 
DPRD itu dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau 
bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui 
tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat 
komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus 
menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.  
Maka dalam hal ini para pejabat daerah, DPRD, 
ulama, ormas dan warga harus turutserta berpartisipasi 
dalam membumikan syariat Islam sebagai upaya menuju 
mashlahat bersama, khususnya menurunkan angka 
krimilitas sebagai tema utama tulisan ini. Sebagai contoh 
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praktis, ialah lembaran Usulan Perubahan RUU KUHP 
Hasil Musyawarah Alim Ulama Se Jawa Barat yang dapat 
dilihat dilampiran, rumusan dan usulan RUU tersebut 
(lihat lampiran) secara umum harus dipahami oleh pihak-
pihak yang hendak mengesahkan RUU tersebut, di saat 
bersamaan warga, ormas, serta parpol diberitahukan 
tentang keunggulan-keunggulan dan efektivitas hukum 
pidana Islam.  
Sekalipun ini contoh di Jawa Barat, namun tetap 
relevan di mana pun di wilayah Republik Indonesia, dan 
bisa dijadikan bahan contoh dalam RUU hukum pidana 
yang akan disahkan. Tidak ketinggalan ialah bahwa 
formalisasi hukum pidana Islam ini secara rasional harus 
secara bertahap, dalam asumsi penulis, haruslah melalui 
perda-perda terlebih dahulu untuk kemudian menjadi 
contoh dalam Undang-Undang kenegaraan, dikarenakan 
kuatnya opini dan wacana negatif tentang syariat 
Islam,khususnya hukum pidana Islam.  
Dengan kata lain, formalisasi hukum pidana Islam 
untuk mengurangi angka kriminalitas pada negara sendiri 
lebih masuk akal melalui daerah-daerah di Indonesia 
terlebih dahulu, yang sedikit demi sedikit negara ini akan 
menikmati hasil berkurangnya angka kriminalitas dalam 
negeri melalui perda-perdanya.
42
 
 
A. Kesimpulan 
Dengan bertitik tolak dari mencari hukum yang tidak hanya 
berasakan tujuan dan fungsinya semata, namun juga norma-
norma, maka hukum pidana Islam sebenarnya lebih layak 
diterapkan di Republik Indonesia. Dikarenakan negara ini 
bukanlah negara yang sekuler, namun negara berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan selanjutnya adalah 
bangsa Indonesia sedang mencari hukum pidana yang akan dapat 
meminimalisir angka kriminalitas yang sudah menjadi masalah 
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yang sangat umum namun sampai saat ini belum mendapat 
solusinya. 
Dengan mempertimbangkan KUHP, RUU dan juga dasar 
negara Pancasila-UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta, maka 
hukum pidana Islam bisa menjadi solusi. Hukum pidana Islam 
seterbukti sangat efektif untuk meminimalisir angka kriminalitas, 
dan sebagai contoh internasional adalah minimnya kriminalitas di 
Arab Saudi, sedangkan contoh di dalam negeri adalah Provinsi 
Aceh dan Kabupaten Bulukumba.  
Hukum pidana Islam tidak seperti klaim sebagian pihak, 
tidaklah menghalangi kebebasan beragama, menjadi disintegrasi 
bangsa, menghalani kebebasan masyarakat dan HAM. Malah, 
kebebasan dan HAM yang sarat dengan definisi dan indikator 
dari Barat-lah yang bisa membuat disintegrasi bangsa dengan 
menggunakan political hammer dan membuat isu-isu negatif di 
kalangan bangsa Indonesia sendiri, dengan tafsiran dan klaim 
sepihak mereka. Dengan memahami secara konperehensif hukum 
pidana Islam, maka dapatlah kita simpulkan bahwa “sifat keras” 
hukum Islam hanyalah “tampak luarnya” belaka, jika diterapkan 
justru akan menguntungkan bagi masyarakat manusia.  
Hanya saja berbeda dengan tafsiran HAM liberalis Barat, 
HAM dalam pengertian Islam dan jiwa bangsa Indonesia haruslah 
HAM berdasarkan Hak Asasi Manusia Kolektif (HAM Kolektif), 
jadi menjaga masyarakat secara keseluruhan, bukan 
mengedepankan manusia individualis yang menjadi ciri khas 
bangsa Barat. Maka dari itu HAM yang berada di wilayah 
Republik Indonesia menurut hemat penulis haruslah didefinisikan 
kembali sesuai semangat Piagam Jakarta, Pancasila dan UUD 
1945 yang menjadi spirit negara Indonesia. Justru syariat Islam-
lah yang lebih dekat dengan semangat bangsa Indonesia, 
dikarenakan sila pertama dan tertinggi adalah Ketuhanan Yang 
Maha Esa, yang berarti tiap umat bisa menegakkan agamanya dan 
bebas beribadat sesuai kepercayaannya masing-masing. 
Untuk formalisasi syariat Islam khusunya hukum pidana 
Islam yang sudah menjadi polemik sejak lama, maka langkah-
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langkah sesuai prosedur RUU (Rancangan Undang-Undang) pun 
bisa menjadi solusi, dengan syarat para politisi, anggota dewan 
dan pejabat tinggi pemerintah di tingkat daerah sudah memahami 
hukum pidana Islam dan efektivitasnya. Relevansinya dalam 
Undang-Undang negara pun berawal dari pengesahan formalisasi 
hukum pidana Islam di tingkat perda, dikarenakan gencarnya 
opini dan wacana negatif di skala nasional, maka langkah rasional 
untuk mengesahkan hukum pidana Islam menjadi hukum positif 
dalam Undang-Undang justru berawal dari daerah, bisa dari 
pemda kota, kabupaten atau provinsi.  
Contoh konkret efektivitasnya pun sudah ada di Aceh dan 
Bulukumba, yang relatif angka kriminalnya lebih kecil dari 
wilayah lain. Maka formalisasi hukum pidana Islam jika ingin 
disahkan haruslah didukung walikota, bupati dan gubernur serta 
anggota-anggota dewan yang menginginkan angka kriminalitas 
itu turun, serta dukungan dari ormas, partai, ulama, tokoh-tokoh 
agama dan masyarakat juga tidak kalah penting, setidaknya 
khusus bagi masyarakat adalah disebarkan opini dan wacana 
positif hukum pidana Islam secara umum.  
KUHP bisa digunakan selama perda-perda syariat itu 
berproses dan untuk ranah hukum yang belum diatur perda 
syariat. Maka KUHP dan pidana Islam sebenarnya tidak perlu 
selalu berkontradiksi. Kedepannya KUHP yang telah disinergikan 
dengan syariat Islam bisa mengambil alih bagian hukum takzir 
dan mukhalafat. Terakhir, rumusan dan rancangan sederhana 
untuk Undang-Undang yang bersyariat Islam telah dilampirkan di 
makalah ilmiah ini yang berasal dari konferensi ulama Jawa 
Barat, sekalipun sedikit dan amat sederhana bisa dijadikan contoh 
untuk revisi Undang-Undang di perda untuk menuju Undang-
Undang yang dijiwai syariat Islam, khususnya dalam ranah 
hukum pidana yang menjadi ‘ujung tombak’ dalam memberantas 
kriminalitas. 
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